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Yth. 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;

Sekretaris Kabinet;2.

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

di 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Jaksa Agung Republik Indonesia;

Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;

Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;

Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Lainnya;

Para Gubernur;

Para Bupati/Walikota.

Tempat 

SURAT EDARAN 

MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI 

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PRAKTIK TERBAIK (BEST PRACTICE) BIDANG

PELAYANAN PUBLIK PADA INSTANSI PEMERINTAH 

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan waktu dan tuntutan zaman, 

pemerintah terus berupaya untuk mendorong peningkatan kualitas dan 

kinerja penyelenggara pelayanan publik. Terobosan dalam upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi yang selanjutnya 

disebut dengan praktik terbaik dimaksudkan untuk memenuhi harapan 





B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong

terciptanya budaya praktik terbaik pelayanan publik pada Instansi

Pemerintah dan memastikan praktik terfbaik tersebut dapat

terlaksana secara berkelanjutan/berkesinambungan dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Surat Edaran ini bertujuan sebagai himbauan yang dapat dijadikan

pedoman teknis bagi Instansi Pemerintah dalam rangka penguatan

penyelenggaraan praktik terbaik pelayanan publik.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat acuan, himbauan dan/ atau pedoman 

teknis dalam menyelenggarakan praktik terbaik pelayanan publik pada 

Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 91 

Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik. 

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi

Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

39 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.





e. Perjanjian kinerja

Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong/menginisiasi

pembinaan dan penguatan praktik terbaik pelayanan publik

sebagai komponen kinerja dalam perjanjian kinerja

pejabat/pimpinan UPP.

f. Penguatan Sumber Daya Manusia Aparatur

Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong/menginisiasi

penguatan praktik terbaik pelayanan publik sebagai komponen

kinerja Aparatur Sipil Negara dalam sasaran kinerja pegawai

(SKP).

g. Monitoring dan Evaluasi

Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan praktik terbaik pelayanan publik secara

berkala. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud

setidaknya meliputi:

1) Latar belakang yang memuat kondisi sebelum pelaksanaan

praktik terbaik;

2) Pelaksanaan penguatan praktik terbaik;

3) Dampak/manfaat setelah pelaksanaan praktik terbaik;

4) Efektifitas program dan efisiensi anggaran;

5) Kerja sama/keterlibatan pemangku kepentingan; dan

6) Keberlanjutan.

2. Setiap Instansi Pemerintah melaporkan pelaksanaan dan

perkembangan penguatan praktik terbaik pelayanan publik kepada 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi up. 

Deputi Bidang Pelayanan Publik  melalui surel 

info.sinovik@menpan.go.id selambatnya pada  tanggal 10 Desember.

F. Penutup

Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan dan

menyampaikan Surat Edaran ini kepada unit kerja di lingkungan

Instansi Pemerintah masing-masing.






